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KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
pejabat fungsional di lingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional
di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang
Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di
Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

3. Peraturan ...
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3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan
Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1720);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KOORDINATOR DAN
SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Menetapkan Koordinator Jabatan Fungsional dan
Subkoordinator Jabatan Fungsional di lingkungan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU memiliki tugas:

a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi
di masing-masing pengelompokan uraian fungsi; dan

b. memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan
pelaksana.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA, Koordinator Jabatan Fungsional dibantu
oleh Subkoordinator Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi oleh Koordinator
dan Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA dan diktum KETIGA, diberikan tambahan angka
kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit
kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan
diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit
yang hanya berlaku serta dapat dicantumkan dalam
penyusunan Sasaran Kerja Pegawai tahun 2021.

KELIMA: ...
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Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran masing-masing satuan kerja di lingkungan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ‘(/
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KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8
TENTANG

TAHUN 2021

KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO NAMA JABATAN KOORDINATOR
1. | Krisdianto, S.E., M.AB. Analis Kebijakan Ahli Madya pada | Koordinator = Perumusan
NIP. 19810319 200801 1 012 Asisten Deputi Perumusan | Kebijakan Bidang Politik
Kebijakan Kesetaraan Gender, | dan Hukum
Deputi Bidang Kesetaraan Gender
2. | Susanti, S.Sos., M.AP. Analis Kebijakan Ahli Madya pada | Koordinator = Perumusan
NIP. 19770724 199703 2 001 Asisten Deputi Perumusan | Kebijakan Bidang
Kebijakan Kesetaraan Gender, | Ekonomi
Deputi Bidang Kesetaraan Gender
3. | Davip Arya Bhima, S.E., M.AB. | Analis Kebijakan Ahli Madya pada | Koordinator = Perumusan
NIP. 19790203 200902 1 001 Asisten Deputi Perumusan | Kebijakan Bidang Sosial
Kebijakan Kesetaraan Gender, | dan Budaya
Deputi Bidang Kesetaraan Gender
4. | Wiyarso Suwarsono, S.H. Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19830630 200902 1 002 Asisten Deputi Pengarusutamaan | Kebijakan Bidang
Gender Bidang Ekonomi, Deputi | Ekonomi Wilayah I
Bidang Kesetaraan Gender
5. | Dra. Helsyanita Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19651005 199403 2 001 Asisten Deputi Pengarusutamaan | Kebijakan Bidang
Gender Bidang Ekonomi, Deputi | Ekonomi Wilayah II
Bidang Kesetaraan Gender
6. | Rina Nursanti, S.H., M.Si. Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19680417 199403 2 001 Asisten Deputi Pengarusutamaan | Kebijakan Bidang Politik
Gender Bidang Politik dan | dan Hukum Wilayah I
Hukum, Deputi Bidang
Kesetaraan Gender
7. | Ratih Rachmawati, S. Sos. Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19670712 198703 2 001 Asisten Deputi Pengarusutamaan | Kebijakan Bidang Sosial
Gender Bidang Sosial dan | dan Budaya Wilayah I
Budaya, Deputi Bidang
Kesetaraan Gender
8. | Siti Murtinah, S.Sos. Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana

NIP. 19741225 199503 2 002

Asisten Deputi Pengarusutamaan
Gender Bidang Sosial dan
Budaya, Deputi Bidang
Kesetaraan Gender

Kebijakan Bidang Sosial
dan Budaya Wilayah II
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9. | Sri Martani Wahyu Widayati, | Analis Kebijakan Ahli Madya pada | Koordinator = Perumusan
S.E., M.M. Asisten Deputi Perumusan | Kebijakan Bidang Hak
NIP. 19630719 198403 2 002 Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, | Sipil, Informasi, dan
Deputi Bidang Pemenuhan Hak | Partisipasi Anak
Anak
10. | Drs. Budi Hartono, M.Si. Analis Kebijakan Ahli Madya pada | Koodinator Perumusan
NIP. 19660629 199312 1 001 Asisten Deputi Perumusan | Kebijakan Bidang
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, | Pengasuhan dan
Deputi Bidang Pemenuhan Hak | Lingkungan
Anak
11. | Dian Ekawati, S.Sos., M.IS. Analis Kebijakan Ahli Madya pada | Koordinator = Perumusan
NIP. 19790104 200604 2 015 Asisten Deputi Perumusan | Kebijakan Bidang
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, | Kesehatan dan Pendidikan
Deputi Bidang Pemenuhan Hak
Anak
12. | Skriptandono, S.E., M.M. Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19681016 199103 1 004 Asisten Deputi Pemenuhan Hak | Kebijakan Bidang
Sipil, Informasi dan Partisipasi | Pemenuhan Hak Sipil,
Anak, Deputi Bidang Pemenuhan | Informasi, dan Partisipasi
Hak Anak Anak Wilayah I
13. | Nur Handayani, S.E., M.Si. Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19780614 200604 2 031 Asisten Deputi Pemenuhan Hak | Kebijakan Bidang
Sipil, Informasi, dan Partisipasi | Pemenuhan Hak Sipil,
Anak, Deputi Bidang Pemenuhan | Informasi, dan Partisipasi
Hak Anak Anak Wilayah II
14. | Erni Rachmawati, S.Sos. Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19630328 198703 2 001 Asisten Deputi Pemenuhan Hak | Kebijakan Bidang
Anak atas Pengasuhan dan | Pemenuhan Hak Anak
Lingkungan, Deputi  Bidang | atas Pengasuhan dan
Pemenuhan Hak Anak Lingkungan Wilayah I
15. | Thomas Rizal, S.P. Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19800325 200810 1 001 Asisten Deputi Pemenuhan Hak | Kebijakan Bidang
Anak atas Pengasuhan dan | Pemenuhan Hak Anak
Lingkungan, Deputi Bidang | atas Pengasuhan dan
Pemenuhan Hak Anak Lingkungan Wilayah II
16. | Anggin Nuzula Rahma, S.Sos. | Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19840619 200902 2 001 Asisten Deputi Pemenuhan Hak | Kebijakan Bidang
Anak atas Kesehatan dan | Pemenuhan Hak Anak
Pendidikan, Deputi Bidang | atas Kesehatan dan
Pemenuhan Hak Anak Pendidikan Wilayah I
17. | Fikhi Akbar, S.P., M.M. Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator = Perumusan
NIP. 19790317 200902 1 001 pada Asisten Deputi Peningkatan | Kebijakan Peningkatan
Partisipasi Keluarga, Deputi Partisipasi Keluarga
Bidang Partisipasi Masyarakat
18. | Muhamad Soleh, S.E. Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19730323 199603 1 001 Asisten Deputi Peningkatan | Kebijakan Peningkatan
Partisipasi = Keluarga, Deputi | Partisipasi Keluarga
Bidang Partisipasi Masyarakat
19. | Ir. Agus Wiryanto, M.Si. Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator = Perumusan
NIP. 19640702 199203 1 005 pada Asisten Deputi Peningkatan | Kebijakan Peningkatan

Partisipasi Lembaga Profesi dan
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Dunia Usaha, Deputi Bidang Partisipasi Lembaga
Partisipasi Masyarakat Profesi dan Dunia Usaha
20. | Kasih Anggraini, S. Kom. Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19630827 198703 2 001 Asisten Deputi Peningkatan | Kebijakan Peningkatan
Partisipasi Lembaga Profesi dan | Partisipasi Lembaga
Dunia Usaha, Deputi Bidang | Profesi dan Dunia Usaha
Partisipasi Masyarakat
21. ([Drs. H. Dodi Mohamad | Analis Kebijakan Ahli Madya pada | Koordinator = Perumusan
Hidayat, M.Kom.I Asisten Deputi  Peningkatan | Kebijakan Peningkatan
NIP.19691108 199503 1 001 Partisipasi Organisasi Keagamaan | Partisipasi Organisasi
dan Kemasyarakatan, Deputi | Keagamaan dan
Bidang Partisipasi Masyarakat Kemasyarakatan
22. | Suhaeni, S.Sos. Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19660317 198703 2 001 Asisten Deputi Peningkatan | Kebijakan Peningkatan
Partisipasi Organisasi Keagamaan | Partisipasi Organisasi
dan Kemasyarakatan, Deputi | Keagamaan dan
Bidang Partisipasi Masyarakat Kemasyarakatan
23. | Indrawati, S.Sos. Analis Pengelolaan Keuangan | Koordinator Bidang
NIP. 19650428 198403 2 001 APBN Ahli Madya pada | Hukum, Kepegawaian,
Sekretariat Deputi Bidang | dan Umum
Partisipasi Masyarakat, Deputi
Bidang Partisipasi Masyarakat
24. | Ferdy Ferdiansyah, S.T. Analis Anggaran Ahli Madya pada | Koordinator Bidang
NIP. 19760924 200604 1 015 Sekretariat Deputi Bidang | Perencanaan, Data, dan
Partisipasi Masyarakat, Deputi | Pelaporan
Bidang Partisipasi Masyarakat
25. | Ir. Hendarmi, M.M. Analis Kebijakan Ahli Madya pada | Koordinator = Perumusan
NIP. 19630608 199003 2 003 Asisten Deputi Perumusan | Kebijakan Bidang
Kebijakan Perlindungan Hak | Perlindungan Hak
Perempuan, Deputi Bidang | Perempuan Pekerja dan
Perlindungan Hak Perempuan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
26. | Fivi Diawati, S.E., M.M. Analis Kebijakan Ahli Madya pada | Koordinator = Perumusan
NIP. 19690509 199603 2 001 Asisten Deputi Perumusan | Kebijakan Bidang
Kebijakan Perlindungan Hak | Perlindungan Hak
Perempuan, Deputi Bidang | Perempuan dalam Rumah
Perlindungan Hak Perempuan Tangga dan Rentan
27. | Drs. Aresi Armynuksmono Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksanaan
NIP. 19661005 199312 1 001 Asisten Deputi Perlindungan Hak | Kebijakan Perlindungan
Perempuan Pekerja dan Tindak | Hak Perempuan Pekerja
Pidana Perdagangan Orang, | dan Tindak Pidana
Deputi Bidang Perlindungan Hak | Perdagangan Orang
Perempuan Wilayah I
28. | Tria Rosalina Budi Rahayu, Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksanaan
S.H. Asisten Deputi Perlindungan Hak | Kebijakan Perlindungan
NIP. 19780803 200604 2 021 Perempuan Pekerja dan Tindak | Hak Perempuan Pekerja
Pidana Perdagangan Orang, | dan Tindak Pidana
Deputi Bidang Perlindungan Hak | Perdagangan Orang
Perempuan Wilayah II
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29. | Merry Mardina, S.Sos. Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19790515 200212 2 004 Asisten Deputi Perlindungan Hak | Kebijakan Perlindungan
Perempuan Dalam Rumah Tangga | Hak Perempuan Dalam
dan Rentan, Deputi Bidang | Rumah Tangga dan
Perlindungan Hak Perempuan Rentan Wilayah I
30. | Drs. Supriyadi Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19630922 199203 1 001 Asisten Deputi Perlindungan Hak | Kebijakan Perlindungan
Perempuan dalam Rumah Tangga | Hak Perempuan Dalam
dan Rentan, Deputi Bidang | Rumah Tangga dan
Perlindungan Hak Perempuan Rentan Wilayah II
31. | Sri Murni, S.AP., M.M. Analis Pengelolaan Keuangan | Koordinator Bidang
NIP. 19790315 199803 2 001 APBN Ahli Madya pada | Hukum, Kepegawaian,
Sekretariat Deputi Bidang | dan Umum
Perlindungan Hak Perempuan,
Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perempuan
32. | Vrandaromez, S.P. Analis Anggaran Ahli Madya pada | Koordinator Bidang

NIP. 19820811 200902 1 001

Sekretariat Deputi Bidang
Perlindungan Hak Perempuan,
Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perempuan

Perencanaan, Data, dan
Pelaporan

33. | Wendhy Wijayanto, S.H. Analis Kebijakan Ahli Madya pada | Koordinator = Perumusan
NIP. 19781024 200902 1 001 Asisten Deputi Perumusan | Kebijakan Bidang
Kebijakan Perlindungan Khusus | Perlindungan Anak dalam
Anak, Deputi Bidang | Kondisi Khusus
Perlindungan Khusus Anak
34. | Ratna Oeni Cholifah, S.E., Analis Kebijakan Ahli Madya pada | Koordinator = Perumusan
M.M. Asisten Deputi Perumusan | Kebijakan Bidang
NIP.19701004 199703 2 003 Kebijakan Perlindungan Khusus | Perlindungan Anak dari
Anak, Deputi Bidang | Kekerasan
Perlindungan Khusus Anak
35. | Nanang Aminudin Rachman, Analis Kebijakan Ahli Madya pada | Koordinator = Perumusan
S.Sos, M.Si. Asisten Deputi Perumusan | Kebijakan Bidang
NIP. 19680518 199403 1 001 Kebijakan Perlindungan Khusus | Pelayanan Anak yang
Anak, Deputi Bidang | Memerlukan Perlindungan
Perlindungan Khusus Anak Khusus
36. | Didik Agus Setiawan, S.AP, Analis Anggaran Ahli Madya pada | Koordinator Bidang
M.AP. Sekretariat Deputi Bidang | Perencanaan, Data, dan
NIP. 19770825 199703 1 001 Kesetaraan Gender, Deputi | Pelaporan
Bidang Kesetaraan Gender
37. | Dinno Ardiana, S.E. Analis Pengelolaan Keuangan | Koordinator Bidang
NIP. 19680724 199403 1 006 APBN Ahli Madya pada | Hukum, Kepegawaian,
Sekretariat Deputi Bidang | dan Umum
Kesetaraan Gender, Deputi
Bidang Kesetaraan Gender
38. | Dianawati Lasmindar, S.Sos. Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksanaan
NIP. 19740914 200810 2 001 Asisten Deputi Perlindungan | Kebijakan Perlindungan
Anak Kondisi Khusus, Deputi | Anak Kondisi Khusus
Bidang Perlindungan Khusus | Wilayah I

Anak
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39. | Ir. F.B. Didik Santosa Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19651010 199403 1 001 Asisten Deputi Perlindungan | Kebijakan Perlindungan
Khusus Anak dari Kekerasan, | Khusus Anak dari
Deputi Bidang Perlindungan | Kekerasan Wilayah I
Khusus Anak
40. | Ari Razmara, S.H., M.Si. Perencana Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19650110 199303 1 001 Asisten Deputi Perlindungan | Kebijakan Perlindungan
Khusus Anak dari Kekerasan, | Khusus Anak dari
Deputi Bidang Perlindungan | Kekerasan Wilayah II
Khusus Anak
41. | Atwirlany Ritonga, S.Psi. Penyuluh Sosial Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19860714 200902 2 001 Asisten Deputi Pelayanan Anak | Penyedia Pelayanan
yang Memerlukan Perlindungan | Pengelolaan Kasus bagi
Khusus, Deputi Bidang | Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Anak Perlindungan Khusus di
Wilayah I
42. | Widati, S.Pd. Penyuluh Sosial Ahli Madya pada | Koordinator Pelaksana
NIP. 19670426 198811 2 001 Asisten Deputi Pelayanan Anak | Penyedia Pelayanan
yang Memerlukan Perlindungan | Pengelolaan Kasus bagi
Khusus, Deputi Bidang | Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Anak Perlindungan Khusus di
Wilayah II
43. | Santi Herlina Zaenab, S.E., Analis Pengelolaan Keuangan | Koordinator Bidang
M.M. APBN Ahli Madya pada | Hukum, Kepegawaian,
NIP. 19630201 198903 2 001 Sekretariat Deputi Bidang | dan Umum
Perlindungan Khusus Anak,
Deputi Bidang Perlindungan
Khusus Anak
44. | R. Didik Andriyanto, S.Kom. Analis Anggaran Ahli Madya pada | Koordinator Bidang
NIP. 19690730 200604 1 006 Sekretariat Deputi Bidang | Perencanaan, Data, dan
Perlindungan Khusus Anak, | Pelaporan
Deputi Bidang Perlindungan
Khusus Anak
45. | Anita Putri Bungsu, S.Si. Statistisi Ahli Madya pada Biro | Koordinator Bidang Data
NIP. 19840917 200902 2 001 Data dan Informasi, Sekretariat | Anak termasuk Anak yang
Kementerian Memerlukan Perlindungan
Khusus
46. | Sylvianti Angraini, S.Si. Statistisi Ahli Madya pada Biro | Koordinator Bidang Data
NIP. 19860709 200902 2 001 Data dan Informasi, Sekretariat | Gender dan Kekerasan
Kementerian Terhadap Perempuan
47. | Chrystianto Budi Mulyono, Pranata Komputer Ahli Madya | Koordinator Bidang
S.T. pada Biro Data dan Informasi, | Teknologi Informasi
NIP. 19801211 200902 1 001 Sekretariat Kementerian
48. | Dwi Budi Prasetyo Supadi, Analis Anggaran Ahli Madya pada | Koordinator Bidang
S.E., M.Si. Biro Perencanaan dan Keuangan, | Perencanaan dan
NIP. 19860405 200801 1 002 Sekretariat Kementerian Anggaran
49. | Dwi Jalu Atmanto, S.E., M.AB. | Analis Pengelolaan Keuangan | Koordinator Bidang
NIP. 19850317 200801 1 003 APBN Ahli Madya pada Biro | Keuangan
Perencanaan dan Keuangan,

Sekretariat Kementerian
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50. | Siti Mardiah, S.Pt., M.Si. Perencana Ahli Madya pada Biro | Koordinator Bidang

NIP. 19700503 199503 2 001

Perencanaan dan Keuangan,
Sekretariat Kementerian

Evalusi Kinerja

51.

Agung Budi Santoso, AP, M.H.

NIP. 19740627 199311 1 001

Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Madya pada Biro

Hukum dan Hubungan
Masyarakat, Sekretariat
Kementerian

Koordinator
Hukum

Bidang

52.

Nani Dwi Wahyuni, S.E., M.IS.

NIP. 19820629 200801 2 008

Analis Kebijakan Ahli Madya pada
Biro Hukum dan Hubungan
Masyarakat, Sekretariat
Kementerian

Koordinator Bidang Kerja
Sama

53.

Murdiany Riniartha, S.Sos.,
M.Si
NIP. 19850114 20091 2 2 001

Pranata Hubungan Masyarakat
Ahli Madya pada Biro Hukum dan
Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Kementerian

Koordinator Bidang
Hubungan Masyarakat

54. | Dian Rahmawati, S.Sos., M.M. | Analis Kepegawaian Ahli Madya | Koordinator Bidang
NIP. 19781106 200604 2 022 pada Biro Sumber Daya Manusia | Pengembangan = Sumber
dan Umum, Sekretariat | Daya Manusia
Kementerian
55. | Prita Ismayani Sriwidyarti, Analis Kepegawaian Ahli Madya | Koordinator Bidang
S.Sos., M.T. pada Biro Sumber Daya Manusia | Organisasi dan  Tata
NIP. 19841007 200801 2 003 dan Umum, Sekretariat | Laksana
Kementerian
56. | Dra. Atjeu Janestri Analis Pengelolaan Keuangan | Koordinator Bidang
NIP. 19660129 199212 2 001 APBN Ahli Madya pada | Keuangan
Sekretariat Komisi Perlindungan
Anak Indonesia
57. | Roswinawaty Sitompul, S.Sos. | Penyuluh Sosial Ahli Madya pada | Koordinator Bidang

NIP. 19631210 198509 2 001

Sekretariat Komisi Perlindungan
Anak Indonesia

Hukum dan Pelaporan

58.

Eka Prasetiawati, S.E., M.AB.
NIP. 19790617 200604 2 001

Pranata Hubungan Masyarakat

Ahli Madya pada Sekretariat
Komisi Perlindungan Anak
Indonesia

Koordinator Bidang
Hubungan Masyarakat

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
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KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
TENTANG

TAHUN 2021

KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO NAMA JABATAN SUB KOORDINATOR
1. Dina Juwita, S.KM. Analis Kebijakan Ahli Muda pada | Subkoordinator
NIP. 19840213 200912 2 005 Asisten Deputi Perumusan | Perumusan Kebijakan
Kebijakan Kesetaraan Gender, | Bidang Ekonomi
Deputi Bidang Kesetaraan Gender
2. Permata Sari, S.KM., M.KM. Analis Kebijakan Ahli Muda pada | Subkoordinator
NIP. 19830217 201402 2 001 Asisten Deputi Perumusan | Perumusan Kebijakan
Kebijakan Kesetaraan Gender, | Bidang Politik dan Hukum
Deputi Bidang Kesetaraan Gender
3. | Awalia Abdan, S.Kom. Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
NIP. 19700521 199703 2 001 Asisten Deputi Pengarusutamaan | Kebijakan Bidang Politik
Gender Bidang Politik dan | dan Hukum Wilayah I
Hukum, Deputi Bidang
Kesetaraan Gender
4, Maftuh Muhtadi, S.S., M.PP. Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
NIP. 19820517 200902 1 002 Asisten Deputi Pengarusutamaan | Kebijakan Bidang
Gender Bidang Ekonomi, Deputi | Ekonomi Wilayah I
Bidang Kesetaraan Gender
5. Retno Damayanti, S.Sos. Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
NIP. 19830116 201402 2 001 Asisten Deputi Pengarusutamaan | Kebijakan Bidang Politik
Gender Bidang Politik dan | dan Hukum Wilayah II
Hukum, Deputi Bidang
Kesetaraan Gender
6. Dian Nurhadiatin, S.Hut. Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
NIP. 19880531 201402 2 004 Asisten Deputi Pengarusutamaan | Kebijakan Bidang Sosial
Gender Bidang Sosial dan | dan Budaya Wilayah II
Budaya, Deputi Bidang
Kesetaraan Gender
7. Setiorini, S.KM. Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
NIP. 19910408 201503 2 001 Asisten Deputi Pengarusutamaan | Kebijakaan Bidang
Gender Bidang Ekonomi, Deputi | Ekonomi Wilayah II
Bidang Kesetaraan Gender
8. Esti Hartati, S.E. Analis Pengelolaan Keuangan | Subkoordinator Bidang
NIP. 19820425 200604 2 001 APBN Ahli Muda pada Sekretariat | Kepegawaian dan Umum
Deputi Bidang Kesetaraan Gender
9. Sutikno, S.AP. Analis Anggaran Ahli Muda pada | Subkoordinator Bidang
NIP. 19700922 199503 1 001 Sekretariat Deputi Bidang | Perencanaan
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Kesetaraan Gender, Deputi
Bidang Kesetaraan Gender
10. | Vista Pratiwi, S.Kom. Analis Anggaran Ahli Muda pada | Subkoordinator Bidang
NIP. 19830705 200912 2 003 Sekretariat Deputi Bidang | Data dan Pelaporan
Kesetaraan Gender, Deputi
Bidang Kesetaraan Gender
11. | Andi Lele Ellung Pangerang, Perancang Peraturan Perundang- | Subkoordinator Bidang
S.H. undangan Ahli Muda pada | Hukum
NIP. 19820315 200901 2 005 Sekretariat Deputi Bidang
Kesetaraan Gender, Deputi
Bidang Kesetaraan Gender
12. | Eti Sri Nurhayati, S.Sos. Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
NIP. 19801007 200902 2 002 Asisten Deputi Pemenuhan Hak | Kebijakan Bidang
Anak atas Pengasuhan dan | Pengasuhan dan
Lingkungan, Deputi  Bidang | Lingkungan Wilayah II
Pemenuhan Hak Anak
13. | Cahya Budi Hermanto, S.E. Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
NIP. 19851204 200912 1 002 Asisten Deputi Pemenuhan Hak | Kebijakan Bidang
Sipil, Informasi, dan Partisipasi | Pemenuhan Hak Sipil,
Anak, Deputi Bidang Pemenuhan | Informasi, dan Partisipasi
Hak Anak anak Wilayah II
14. | Nur Amelia, S.H. Perancang Peraturan Perundang- | Subkoordinator Bidang
NIP. 19851214 200912 2 002 undangan Ahli Muda pada | Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Deputi Bidang
Pemenuhan Hak Anak, Deputi
Bidang Pemenuhan Hak Anak
15. | Noel Sita Rukmi, S.KM., | Analis Kebijakan Ahli Muda pada | Subkoordinator
M.KM. Asisten Deputi Perumusan | Perumusan Kebijakan
NIP. 19760110 200501 2 003 Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, | Bidang Pemenuhan Hak
Deputi Bidang Pemenuhan Hak | Anak atas Kesehatan dan
Anak Pendidikan
16. | Suharnani, S.Sos. Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
NIP. 19630920 198603 2 002 Asisten Deputi Pemenuhan Hak | Kebijakan Bidang
Anak Atas Kesehatan dan | Kesehatan dan Pendidikan
Pendidikan, Deputi Bidang | Wilayah I
Pemenuhan Hak Anak
17. | Ratna Faizah, S.Th.I. Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
NIP. 19781108 200912 2 002 Asisten Deputi Pemenuhan Hak | Kebijakan Bidang
Anak atas Pengasuhan dan | Pengasuhan dan
Lingkungan, Deputi  Bidang | Lingkungan Wilayah I
Pemenuhan Hak Anak
18. | Siti Uganefi, S.Sos. Analis Anggaran Ahli Muda pada | Subkoordinator Bidang
NIP. 19631109 198509 2 001 Sekretariat Deputi Bidang | Data dan Pelaporan
Pemenuhan Hak Anak, Deputi
Bidang Pemenuhan Hak Anak
19. | Nesya Kartika Rahmawati, Analis Pengelolaan Keuangan | Subkoordinator Bidang
S.E. APBN Ahli Muda pada Sekretariat | Umum

NIP. 19881020 201012 2 001

Deputi Bidang Pemenuhan Hak
Anak, Deputi Bidang Pemenuhan
Hak Anak
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20. | Agustina Kurniasih, S.KM. Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
NIP. 19870804 201012 2 008 Asisten Deputi Pemenuhan Hak | Kebijakan atas Kesehatan
Anak atas Kesehatan dan | dan Pendidikan Wilayah II
Pendidikan, Deputi Bidang
Pemenuhan Hak Anak
21. | Vidia Lestari, S.P., M.PA Analis Kebijakan Muda pada | Subkoordinator
NIP. 19820706 201012 2 002 Asisten Deputi Perumusan | Perumusan Kebijakan
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, | Bidang Pemenuhan Hak
Deputi Bidang Pemenuhan Hak | Sipil, Informasi, dan
anak Partisipasi Anak
22. | Andi Nirmalasari, S.IKom Analis Kebijakan Ahli Muda pada | Subkoordinator
NIP. 19881211 201012 2 003 Asisten Deputi Perumusan Perumusan Kebijakan
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, | Bidang Pemenuhan Hak
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan
Anak dan Lingkungan
23. | Renna, S.Kom. Analis Anggaran Ahli Muda pada | Subkoordinator Bidang
NIP. 19820118 200810 2 001 Sekretariat Deputi Bidang Perencanaan
Pemenuhan Hak Anak, Deputi
Bidang Pemenuhan Hak Anak
24. | Dinar Motik Wandasari, S.Sos., | Analis Kebijakan Ahli Muda pada | Subkoordinator
M.Si Asisten  Deputi Peningkatan | Perumusan Kebijakan
NIP. 19780102 200312 2 001 Partisipasi Lembaga Profesi dan | Peningkatan  Partisipasi
Dunia usaha, Deputi Bidang | Lembaga Profesi dan
Partisipasi Masyarakat Dunia Usaha
25. | Maya Septiyana, S.Kom., M.M. | Analis Kebijakan Ahli Muda pada | Subkoordinator
NIP. 19820920 200801 2 007 Asisten  Deputi  Peningkatan | Perumusan Kebijakan
Partisipasi = Keluarga, Deputi | Peningkatan  Partisipasi
Bidang Partisipasi Masyarakat Keluarga
26. | Siti Nurcahyani Setyaadi, | Analis Kebijakan Ahli Muda pada | Subkoordinator
S.AP., M.AP. Asisten  Deputi  Peningkatan | Perumusan Kebijakan
NIP. 19800515 200902 2 003 Partisipasi Organisasi Keagamaan | Partisipasi, Organisasi,
dan Kemasyarakatan, Deputi | Keagamaan dan
Bidang Partisipasi Masyarakat Kemasyarakatan
27. | Drs. Ahmad Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator
NIP. 19640409 198502 1 001 Asisten Deputi  Peningkatan | Pelaksanaan Kebijakan
Partisipasi  Keluarga, Deputi | Peningkatan  Partisipasi
Bidang Partisipasi Masyarakat Keluarga
28. | Supriyanto Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator
NIP. 19671028 199012 1 001 Asisten Deputi  Peningkatan | Pelaksanaan Kebijakan
Partisipasi Lembaga Profesi dan | Peningkatan  Partisipasi
Dunia Usaha, Deputi Bidang | Lembaga Profesi dan
Partisipasi Masyarakat Dunia Usaha
29. | Siti Nur Haryanti, S.IP., M.AB | Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
NIP. 19770830 199603 2 001 | Asisten Deputi Pemenuhan Hak | Kebijakan Bidang Hak
Sipil, Informasi, dan Partisipasi | Sipil, Informasi, dan
Anak, Deputi Bidang Pemenuhan | Partisipasi Anak Wilayah I
Hak Anak
30. | Supartun, S.E. Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator
NIP. 19641005 199603 2 001 | Asisten Deputi  Peningkatan | Pelaksanaan Kebijakan
Partisipasi Organisasi Keagamaan | Partisipasi Organisasi

i di h. kemenpppa. go.id




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA
-13 -
NO NAMA JABATAN SUB KOORDINATOR
dan Kemasyarakatan, Deputi | Keagamaan dan
Bidang Partisipasi Masyarakat Kemasyarakatan
31. | Marlinah Analis Anggaran Ahli Muda pada | Subkoordinator Bidang
NIP. 19721008 199203 2 001 Sekretariat Deputi Bidang | Perencanaan
Partisipasi Masyarakat, Deputi
Bidang Partisipasi Masyarakat
32. | Ono Taryono, S.Sos. Analis Anggaran Ahli Muda pada | Subkoordinator =~ Bidang
NIP. 19741220 200003 1 001 Sekretariat Deputi Bidang | Data dan Pelaporan
Partisipasi Masyarakat, Deputi
Bidang Partisipasi Masyarakat
33. | Marlina Moegijono Putri, S.E. | Analis Pengelolaan Keuangan | Subkoordinator Bidang
NIP. 19670131 199503 2 001 APBN Ahli Muda pada Sekretariat | Umum
Deputi Bidang Partisipasi
Masyarakat, Deputi  Bidang
Partisipasi Masyarakat
34. | Dewi Mega Irhamna Justicia, | Perancang Peraturan Perundang- | Subkoordinator =~ Bidang
S.H. undangan Ahli Muda pada | Hukum dan Kepegawaian
NIP. 19911026 201402 2 001 Sekretariat Deputi Bidang
Partisipasi Masyarakat, Deputi
Bidang Partisipasi Masyarakat
35. | Maria Mutia Rini, S.Sos., M.Si. | Analis Kebijakan Ahli Muda pada | Subkoordinator
NIP. 19790602 200902 2 002 Asisten Deputi Perumusan | Perumusan Kebijakan
Kebijakan Perlindungan Hak | Perlindungan Hak
Perempuan, Deputi Bidang | PerempuanPekerja dan
Perlindungan Hak Perempuan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
36. | Dewi Budhi Cahyani, S.Kom., | Analis Kebijakan Ahli Muda pada | Subkoordinator
M.Kom. Asisten Deputi Perumusan | Perumusan Kebijakan
NIP. 19770502 200912 2 002 Kebijakan Perlindungan Hak | Perlindungan Hak
Perempuan, Deputi Bidang | Perempuan dalam Rumah
Perlindungan Hak Perempuan Tangga dan Rentan
37. | Tabita Mauliate Ulibasa, S.H. Analis Kebijakan Ahli Muda pada | Subkoordinator
NIP. 19860108 201012 2 001 Asisten Deputi Perumusan | Perumusan Kebijakan
Kebijakan Perlindungan Hak | Pelayanan Perempuan
Perempuan, Deputi Bidang | Korban Kekerasan
Perlindungan Hak Perempuan
38. | Tuty Ernawati, S.AP Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator
NIP. 19700905 199203 2 001 Asisten Deputi Perlindungan Hak | Pelaksanaan Kebijakan
Perempuan dalam Rumah Tangga | Perlindungan Hak
dan Rentan, Deputi Bidang | Perempuan dalam Rumah
Perlindungan Hak Perempuan Tangga dan Rentan
Wilayah 11
39. | Armi Susilowati, S.Si. Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator
NIP.19850903 200912 2 003 Asisten Deputi Perlindungan Hak | pelaksanaan Kebijakan
Perempuan dalam Rumah Tangga | Perlindungan Hak
dan Rentan, Deputi Bidang | Perempuan dalam Rumah
Perlindungan Hak Perempuan Tangga dan Rentan
Wilayah I
40. | Mega Yolanda, S.Psi. Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
NIP. 19900207 201402 2 004 Asisten Deputi Perlindungan Hak | Kebijakan Perlindungan

Perempuan Pekerja dan Tindak

Hak Perempuan Pekerja
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Pidana Perdagangan Orang, | dan Tindak Pidana
Deputi Bidang Perlindungan Hak | Perdagangan Orang
Perempuan Wilayah I
41. | Marsya Sipora Warami, Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
S.IKom. Asisten Deputi Perlindungan hak | Kebijjakan Perlindungan
NIP. 19881217 201505 2 001 Perempuan Pekerja dan Tindak | Hak Perempuan Pekerja
Pidana Perdagangan Orang, | dan Tindak Pidana
Deputi Bidang Perlindungan Hak | Perdagangan Orang
Perempuan Wilayah II
42. | Hartini Analis Anggaran Ahli Muda pada | Subkoordinator = Bidang
NIP. 19720207 199503 2 001 Sekretariat Deputi Bidang | Perencanaan
Perlindungan Hak Perempuan,
Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perempuan
43. | Totok Suharto Analis Anggaran Ahli Muda pada | Subkoordinator Bidang
NIP. 19651023 198603 1 001 Sekretariat Deputi Bidang | Data dan Pelaporan
Perlindungan Hak Perempuan,
Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perempuan
44, | Siti Hidayawati, S.H. Perancang Peraturan Perundang- | Subkoordinator Bidang
NIP. 19820325 201001 2 017 undangan Ahli Muda pada | Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Deputi Bidang
Perlindungan Hak Perempuan,
Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perempuan
45. | Ika Septia Lutfi Rahmawati, Pekerja Sosial Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelayanan
S.Sos. Asisten Deputi Pelayanan | Perempuan Korban
NIP. 19840916 201012 2 001 Perempuan Korban Kekerasan, | Kekerasan Wilayah I
Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perempuan
46. | Wita Yustiawardani, S.Psi. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelayanan
NIP. 19860317 201012 2 001 Asisten Deputi Pelayanan | Perempuan Korban
Perempuan Korban Kekerasan, | Kekerasan Wilayah I
Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perempuan
47. | Siska Ayu Tiara Dewi, S.Sos. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelayanan
NIP. 19900917 201503 2 001 Asisten Deputi Pelayanan | Perempuan Korban
Perempuan Korban Kekerasan, | Kekerasan Wilayah II
Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perempuan
48. | Kun Maryati, S.Psi. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelayanan
NIP. 19920305 201503 2 001 Asisten Deputi Pelayanan | Perempuan Korban
Perempuan Korban Kekerasan, | Kekerasan Wilayah II
Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perempuan
49. | Marni, S.Pd. Analis Pengelolaan Keuangan | Subkoordinator Bidang
NIP. 19840321 201402 2 003 APBN Ahli Muda pada Sekretariat | Umum

Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perempuan, Deputi Bidang
Perlindungan Hak Perempuan
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50. | Nurhasanah, S.E., M.M., Analis Kebijakan Ahli Muda pada | Subkoordinator
M.SAk. Asisten Deputi Perumusan | Perumusan Kebijakan
NIP. 19780427 200604 2 001 Kebijakan Perlindungan Khusus | Perlindungan Khusus
Anak, Deputi Bidang | Anak dari Kekerasan
Perlindungan Khusus Anak
51. | Dita Andriasari, S.H., M.H. Analis Kebijakan Ahli Muda pada | Sub Koordinator
NIP. 19870314 200912 2 005 Asisten Deputi Perumusan | Perumusan Kebijakan
Kebijakan Perlindungan Khusus | Perlindungan Anak dalam
Anak, Deputi Bidang | Kondisi Khusus
Perlindungan Khusus Anak
52. | Ramos Luther, S.Kom., M.MSI | Analis Kebijakan Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelayanan
NIP. 19860527 201012 1 004 Asisten Deputi Perumusan | Anak yang Memerlukan
Kebijakan Perlindungan Khusus | Perlindungan Khusus
Anak, Deputi Bidang
Perlindungan Khusus Anak
53. | Fitra Andika Sugiyono, S.Psi. | Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
NIP. 19860524 201503 1 001 Asisten Deputi Perlindungan | Kebijakan Perlindungan
Khusus Anak dari Kekerasan, | Khusus Anak dari
Deputi Bidang Perlindungan | Kekerasan Wilayah II
Khusus Anak
54. | Sri Lestari, S.E. Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
NIP. 19650503 198903 2 003 Asisten Deputi Perlindungan | Kebijakan Perlindungan
Anak Kondisi Khusus, Deputi | Anak Kondisi Khusus
Bidang Perlindungan Khusus | Wilayah II
Anak
55. | Siti Wulandari Poerwantini, Perencana Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelaksana
S.Psi. Asisten Deputi Perlindungan | Kebijakan Perlindungan
NIP. 19850508 201001 2 005 Anak Kondisi Khusus, Deputi | Anak Kondisi Khusus
Bidang Perlindungan Khusus | Wilayah I
Anak
56. | Tri Sediarti, S.E. Analis Pengelolaan Keuangan | Subkoordinator Bidang

NIP. 19860621 200810 2 001

APBN Ahli Muda pada Sekretariat
Deputi Bidang Perlindungan
Khusus Anak, Deputi Bidang
Perlindungan Khusus Anak

Umum

57. | Kurniawan, S.AP. Analis Anggaran Ahli Muda pada | Subkoordinator Bidang
NIP. 19730611 199603 1 001 Sekretariat Deputi Bidang | Data dan Pelaporan
Perlindungan Khusus Anak,
Deputi Bidang Perlindungan
Khusus Anak
58. | Bayu Harie Nugroho, S.Kom. Analis Anggaran Ahli Muda pada | Subkoordinator Bidang
NIP. 19810223 200902 1 002 Sekretariat Deputi Bidang | Perencanaan
Perlindungan Khusus Anak,
Deputi Bidang Perlindungan
Khusus Anak
59. | Rina Mofu, S.H. Perancang Peraturan Perundang- | Subkoordinator Bidang

NIP. 19851002 201505 2 002

undangan Ahli Muda pada
Sekretariat Deputi Bidang
Perlindungan Khusus Anak,
Deputi Bidang Perlindungan
Khusus Anak

Hukum dan Kepegawaian
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60. | Elsa Restriana, S.Sos. Pekerja Sosial Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelayanan
NIP. 19891220 201402 2 002 Asisten Deputi Pelayanan Anak | Anak yang Memerlukan
yang Memerlukan Perlindungan | Perlindungan Khusus
Khusus, Deputi Bidang | Wilayah I
Perlindungan Khusus Anak
61. | David, S.Pd.SD Penyuluh Sosial Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelayanan
NIP. 19720907 200801 1 005 Asisten Deputi Pelayanan Anak | Anak yang Memerlukan
yang Memerlukan Perlindungan | Perlindungan Khusus
Khusus, Deputi Bidang | Wilayah I
Perlindungan Khusus Anak
62. | Ratriastu Ruciswandaru, Penyuluh Sosial Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelayanan
S.Psi. Assiten Deputi Pelayanan Anak | Anak yang Memerlukan
NIP. 19850419 201012 2 001 yang Memerlukan Perlindungan | Perlindungan Khusus
Khusus, Deputi Bidang | Wilayah II
Perlindungan Khusus Anak
63. | Lydia Agnes Gultom, S.Psi. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada | Subkoordinator Pelayanan
NIP. 19900211 201503 2 001 Asisten Deputi Pelayanan Anak | Anak yang Memerlukan
yang Memerlukan Perlindungan | Perlindungan Khusus
Khusus, Deputi Bidang | Wilayah II
Perlindungan Khusus Anak
64. | Nina Suminar Arsiparis Ahli Muda pada Biro | Subkoordinator Bidang
NIP. 19640828 198503 2 002 Sumber Daya Manusia dan | Tata Usaha Sekretaris
Umum, Sekretariat Kementerian Kementerian
65. | Benedicta Anjaniasti, S.E. Pranata Hubungan Masyarakat | Subkoordinator Bidang
NIP. 19750507 199903 2 001 Ahli Muda pada Biro Hukum dan | Publikasi dan Analisis
Hubungan Masyarakat, | Media
Sekretariat Kementerian
66. | Nurhayati, S.ST., M.Si. Statistisi Ahli Muda pada Biro | Subkoordinator = Bidang
NIP. 19750819 199712 2 001 Data dan Inforinasi, Sekretariat | Data Gender dan
Kementerian Kekerasan terhadap
Perempuan
67. | Chitra Febianty Luthfi, S.Sos. | Arsiparis Ahli Muda pada Biro | Subkoordinator Bidang
NIP. 19800205 200902 2 001 Sumber Daya Manusia dan | Tata Usaha Persuratan
Umum, Sekretariat Kementerian
68. | Dr. Iwan Setiawan, S.T., M.T. | Pranata Komputer Ahli Muda | Subkoordinator = Bidang
NIP. 19760920 201001 1 008 pada Biro Data dan Informasi, | Sistem Informasi
Sekretariat Kementerian
69. | Novalia Fajri, S.IP. Analis Kepegawaian Ahli Muda | Subkoordinator Bidang
NIP. 19861127 201001 2 017 pada Biro Sumber Daya Manusia | Tata Laksana
dan Umum, Sekretariat
Kementerian
70. | Yudha Priasuharyo, S.H., S.P. | Perancang Peraturan Perundang- | Subkoordinator Bidang
NIP. 19791204 200912 1 001 undangan Ahli Muda pada Biro | Peraturan Perundang-
Hukum dan Hubungan | undangan
Masyarakat, Sekretariat
Kementerian
71. | Dwi Ratna Anugrah, S.Sos. Arsiparis Ahli Muda pada Biro | Subkoordinator Bidang
NIP. 19810808 200912 2 003 Sumber Daya Manusia dan | Tata Usaha Menteri

Umum, Sekretariat Kementerian
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72. | Diana Catur Rini, S.P. Analis Kepegawaian Ahli Muda | Subkoordinator Bidang
NIP. 19810401 201012 2 001 Biro Sumber Daya Manusia dan | Pengembangan SDM

Umum, Sekretariat Kementerian
73. | Robby Hesti Prawira Negara | Analis Hukum Ahli Muda pada | Subkoordinator Bidang
Ginting, S.H. Biro Hukum dan Hubungan | Advokasi dan Analisis
NIP. 19821016 201012 1 001 Masyarakat, Sekretariat | Hukum
Kementerian
74. | Fernasali, S.E. Analis Pengelolaan Keuangan | Subkoordinator = Bidang
NIP. 19840218 201012 2 001 APBN Ahli Muda pada Biro | Tata Usaha Keuangan
Perencanaan dan Keuangan,
Sekretariat Kementerian
75. | Ludwie Anggara Samodra, Pranata Hubungan Masyarakat | Subkoordinator Bidang
S.KM., M.IKom. Ahli Muda pada Biro Hukum dan | Informasi dan Perliputan
NIP. 19820824 200912 1 002 Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Kementerian
76. | Tri Hadiyanto Wibowo, S.Kom. | Analis Kepegawaian Ahli Muda | Subkoordinator Bidang
NIP. 19861110 201101 1 012 pada Biro Sumber Daya Manusia | Kesejahteraan
dan Umum, Sekretariat
Kementerian
77. | Indah Lukitasari, S.Si., Statistisi Ahli Muda pada Biro | Subkoordinator = Bidang
M.EKK. Data dan Informasi, Sekretariat | Data Anak, termasuk
NIP. 19880412 201012 2 003 Kementerian Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
78. | Wahyu Hadmaji Indra | Analis Kepegawaian Ahli Muda | Subkoordinator = Bidang
Pratama, S.Sos., M.Si. pada Biro Sumber Daya Manusia | Organisasi
NIP. 19870510 201012 1 002 dan Umum, Sekretariat
Kementerian
79. | Prasetyatiningsih, S.Sos. Analis Kepegawaian Ahli Muda | Subkoordinator Bidang
NIP. 19750219 199703 2 002 pada Biro Sumber Daya Manusia | Perencanaan dan
dan Umum, Sekretariat | Administrasi Kepegawaian
Kementerian
80. | Irma, S.Sos., M.A. Pranata Hubungan Masyarakat | Subkoordinator Bidang
NIP. 19850111 201012 2 002 Ahli Muda pada Biro Hukum dan | Kerja Sama Luar Negeri
Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Kementerian
81. | Yeyep Mulyana, S.H., M.H. Analis Hukum Ahli Muda pada | Subkoordinator Bidang
NIP. 19891225 201402 1 001 Biro Hukum dan Hubungan | Dokumentasi dan
Masyarakat, Sekretariat | Informasi Hukum
Kementerian
82. | Anugrah Pambudi Raharjo, Pranata Komputer Ahli Muda | Subkoordinator = Bidang
S.Kom., M.MSI. pada Biro Data dan Informasi, | Sistem Informasi
NIP. 19900414 201402 1 002 Sekretariat Kementerian
83. | Hani Noor Ilahi, S.IKom, M.Si. | Pranata Hubungan Masyarakat | Subkoordinasi Bidang
NIP. 19900108 201402 2 001 Ahli Muda pada Biro Hukum dan | Kerja Sama Dalam Negeri
Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Kementerian
84. | Winda Febria Windi, S.T. Analis Anggaran Ahli Muda pada | Subkoordinator Bidang

NIP. 19890218 201402 2 001

Biro Perencanaan dan Keuangan,
Sekretariat Kementerian

Evaluasi dan Pelaporan
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85. | Yogi Catuma Perdana, S.T., | Perencana Ahli Muda pada Biro | Subkoordinator Bidang
M.SP. Perencanaan dan Keuangan, | Perencanaan
NIP. 19851029 201402 1 002 Sekretariat Kementerian
86. | R. Ahmad Affandi Rahadian, Analis Anggaran Ahli Muda pada | Subkoordinator = Bidang
S.AP. Biro Perencanaan dan Keuangan, | Penganggaran
NIP. 19870329 200604 1 001 Sekretariat Kementerian
87. | Achmad Irfan, S.AB. Pengelola Pengadaan | Subkoordinator Bidang
NIP. 19861111 200604 1 001 Barang/Jasa Ahli Muda pada Biro | Pengadaan Barang dan
Sumber Daya Manusia dan | Jasa
Umum, Sekretariat Kementerian
88. | Adelia Amanda, S.E. Analis Pengelolaan Keuangan | Subkoordinator Bidang
NIP. 19880929 201503 2 001 APBN Ahli Muda pada Biro | Akuntansi dan Pelaporan
Perencanaan dan Keuangan, | Keuangan
Sekretariat Kementerian
89. | Desviana Utami, S.Si. Arsiparis Ahli Muda pada Biro | Subkoordinator Tata
NIP. 19861213 200902 2 001 Sumber Daya Manusia dan | Usaha Staf Ahli
Umum, Sekretariat Kementerian
90. | Achmadi, S.Sos. Analis Anggaran Ahli Muda pada | Subkoordinator Bidang

NIP. 19730710 200604 1 019

Sekretariat Komisi Perlindungan
Anak Indonesia

Perencanaan dan Data

91. | Novarita, S.E., M.M. Analis Kepegawaian Ahli Muda | Subkoordinator  Bidang
NIP. 19721121 200501 2 006 pada Sekretariat Komisi | Kepegawaian dan Rumah
Perlindungan Anak Indonesia Tangga
92. | Kuna’ah, S.E. Pranata Hubungan Masyarakat | Subkoordinator Bidang
NIP. 19801223 200604 2 024 Ahli Muda pada Sekretariat | Hubungan Masyarakat
Komisi Perlindungan Anak
Indonesia
93. | Rahmi Umaira Arlym, S.KM., Analis Pengelolaan Keuangan | Subkoordinator Bidang
M.KM. APBN Ahli Muda pada Sekretariat | Keuangan
NIP. 19870115 200804 2 001 Komisi Perlindungan Anak
Indonesia
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